PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 22 TAHUN 1963
TENTANG
PENGHAPUSAN KERES DENAN DAN KEVEEDANAAN

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

bahwa berhubung dengan berl akunya UWhdang-undang Penyerahan Penerintahan
Unum (Uhdang-undang No. 6 tahun 1959, Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 15)
dan sesuai dengan perkenbangan ketatanegaraan, dianggap perlu untuk
nenghapuskan Ker esi denan dan Kewedanaan;

Mengi ngat

1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;

2. Undang- undang Penyer ahan Peneri nt ahan Unum ( Uhdang- undang No. 6 tahun
1959, Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 15);

3. Ketetapan MP.RS No. |1/MPRY 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960 Nb.
152) ;

4, Penet apan Presiden No. 2 tahun 1961 (Lenbaran-Negara tahun 1961 Nb.
274);

5. Peraturan Penerintah No. 50 tahun 1963 tentang Pernyataan mul ai

ber | akunya dan Pel aksanaan Undang-undang Penyer ahan Peneri nt ahan Umum
(Lenbar an- Negar a tahun 1963 No. 96);

Mendengar :
Menteri Pertana, Vékil Menteri Pertana B dang Dal am Negeri dan Menteri
Peneri ntahan Uumdan G onom Daerah;

Mermut uskan:

Menet apkan :
Peraturan Presi den tentang penghapusan Keresi denan dan Kewedanaan.

Pasal 1.

Mil ai saat Peraturan Presiden ini diundangkan, senua Keresi denan dan
Kewedanaan atau w | ayah Penerintahan yang setingkat, dengan nanma apapun
juga, diseluruh wlayah | ndonesia di nyatakan hapus.

Pasal 2.

(1) Pelaksanaan penghapusan dalam wlayah suatu Daerah sebagai nana
di naksudkan pada pasal 1, atas usul Dewan Perwaekilan Rakyat Daerah
Gtong Royong Daerah tingkat | yang bersangkutan, dilakukan dengan
Keput usan Menteri Penerintahan Uhum dan Gonom Daerah, kecuali bagi
Daerah Khusus Ibu-kota Jakarta Raya dilakukan dengan Keputusan
Menteri Pertana.

(2) Pel aksanaan penghapusan di naksudkan pada ayat (1) dalam pasal ini
harus sel esai sel anbat - | anbat nya pada akhir tahun 1965.

Pasal 3.

Segala peraturan perundangan dan Kkeputusan-keputusan yang nasih



berl aku nengenai penbentukan Keresidenan dan Kewedanaan atau w | ayah
Penerintahan yang setingkat, dengan nana apapun juga, nula saat
pel aksanaan penghapusan sebagai nana di naksudkan pada pasal 2 tidak berl aku
| agi .

Pasal 4.

Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a
Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Cktober 1963.
Presi den Republ i k | ndonesi a,

ttd.
SUKARNQ
O undangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Cktober 1963.
Sekretaris Negara
ttd.
MOHD., | GHSAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN NOMR 22 TAHN 1963
TENTANG

PENGHAPUSAN KERES DENAN DAN KEVEDANAAN
. UMM

1. Ber hubung dengan ber | akunya Undang- undang Penyer ahan
Peneri ntahan Umum (Undang-undang No. 6 tahun 1959, Lenbaran-Negara tahun
1959 No. 15) vyaitu dengan diundangkannya Peraturan Penerintah tentang
Pernyataan nulai berlakunya dan pel aksanaan Uhdang-undang Penyer ahan
Peneri ntahan Uwm (Peraturan Penerintah No. 50 tahun 1963, Lenbaran- Negara
tahun 1963 No. 96), naka sejal an dengan diserahkannya tugas kewaji ban,
kekuasaan dan wewenang para Penjabat Panong Praja antara |ain penyerahan
tugas kewajiban, kekuasaan dan wewenang para Residen dan Veédana nasi ng-

masing kepada Penerintah Daerah/Kepala Daerah tingkat | dan kepada
Penerintah Daerah/Kepala Daerah tingkat I1, mnaka dianggap perlu untuk
nenghapuskannya w | ayah Ker esi denan dan Kewedanaan.

2. Osanping itu juga nenurut Ketetapan MP.RS No. [II/
MPRY 1960, Keresi denan supaya di hapuskan (Lampiran B, ad IIl, ' 392 angka

1).
Secara forml, naka dengan diundangkannya Peraturan Presiden ini



semua Keresi denan dan Kewedanaan atau w | ayah Penerintahan yang setingkat,
dengan nama apapun juga, di seluruh w | ayah | ndonesi a di nyat akan hapus.

Tetapi secara riil pelaksanaan penghapusan itu secara Daerah dem
Daerah dil akukan dengan Keputusan Menteri Penerintahan Umwm dan G onom
Daerah atas wusul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah
tingkat | yang bersangkutan, sebagai mana ternaktub dal am pasal 2. Hal ini
adal ah sesuai dengan prosedur penyerahan riil yang ditenpuh dalam hal
nel aksanakan Undang-undang Penyer ahan Penerintahan Uwm ( Uhdang- undang No.
6 tahun 1959, Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 15) yaitu yang diatur dengan
Peraturan Penerintah No. 50 tahun 1963 (Lenbaran-Negara tahun 1963 No. 96),
akan tetapi pel aksanaan penghapusan itu harus sudah selesai sel anbat -
| anbat nya pada akhir tahun 1965.

3. Penghapusan Ker esi denan dan Kewedanaan ini tidak hanya nenbawa
aki bat jauh terhadap penjabat-penjabat Departenen Penerintahan UWwum dan
Qonom Daerah serta wewenangnya, tetapi neliputi pula dan nenbawa aki bat
yang sanma terhadap pekerjaan-pekerjaan dari penjabat-penjabat Departenen-
departenan | ain dalamw | ayah itu.

Cengan hapusnya Keresidenan dan Kewedanaan tersebut, naka perlu
susunan pekerjaan nasi ng- nasi ng Depart enen di sel araskan dengan situasi yang
baru ini.

4, Sesuai dengan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 yang
nenet apkan bahwa Daerah Khusus |bukota Jakarta Raya ditenpatkan |angsung
di banah Presiden nelalui Mnteri Pertama, naka pel aksanaan penghapusan
sebagai nana di naksudkan dal am pasal 2 dil akukan dengan Keputusan Menteri
Pert ana.

I1. PASAL DEM PASAL
Pasal | s/d 4
Qukup | el as.
Ter nasuk dal am Lenbar an- Negara tahun 1963 No. 104

Menget ahui
Pej abat Sekretaris Negar a,

ttd.
A W SURIOAD N NGRAT (S H).

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1963 NCMIR 104
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMIR 2596



